WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien,
serta dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan
Standar Harga Satuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-
kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3241);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan
Nomor O1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Nomor 07);

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 30 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan
Tahun 2014 Nomor 30) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pasuruan
(Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor
13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1 ...



Pasal 1

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan
Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. satuan biaya honorarium;
b. satuan biaya perjalanan dinas;

c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau
pertemuan di luar kantor;

satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
satuan biaya makanan dan minuman;
satuan biaya pemeliharaan;

satuan biaya hadiah/penghargaan;

TR S

satuan biaya sewa;
i. satuan biaya uang rapat/sidang; dan
j- satuan biaya belanja lainnya.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara rinci diatur dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota
Pasuruan Tahun Anggaran 2021.

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga
Satuan berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan rencana Kkerja
dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA SKPD);

b. referensi ...



b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan
maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga
Satuan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Soeneer 2020

WALIKOTA PASURUAN,

RAHART®@ TENO PRASETYO

Diundangkan di Pgsuruan
pada tanggal 24 | ‘epenber 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 45
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Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama B i R R R
NIP e s SR S R S e
Jabatan U esnssesuis e A AT AR S AT SRS TR
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : .......cccooovvveinnnne tanppal s , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.  Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
NO. URAIAN JUMLAH
Jumlah

2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas
pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, .......ccceeeereeennne 20...
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

WALIKOTA PASURUAN,




